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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Dasar Pemikiran 

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

mengamanatkan bahwa, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan 

untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan, pemberdayaan, partisipasi kepada masyarakat, 

serta meningkatkan daya saing daerah melalui asas demokrasi dan 

keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. 

Akuntabilitas merupakan prasyarat bagi terciptanya pemerintahan 

yang baik, demokratis, dan dapat diandalkan. Salah satu upaya nyata untuk 

mewujudkan transparansi khususnya akuntabilitas pengelolaan keuangan 

negara adalah penyampaian pertanggung jawaban keuangan pemerintah 

yang sesuai dengan prinsip secara tepat waktu dan disusun dengan 

mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima 

secara umum (Prandara, 2020). 

 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual merupakan 

momentum perubahan standar akuntansi pemerintahan dari sebelumnya 

berbasis kas menjadi berbasis akrual. Hal tersebut tercantum dalam 

Peraturan Pemerintah Republik indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang 

Standar Akuntansi Pemeritah. Perubahan basis ini memiliki konsekuensi
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besar terhadap perlakuan aset dimana penyusutan diperhitungkan dalam 

penilaian aset tetap. 

Perubahan signifikan dalam basis akrual memberikan gambaran 

lengkap atas posisi keuangan, memberikan informasi yang akurat tentang 

hak dan kewajiban, dan berguna dalam mengevaluasi kinerja. Penerapan 

basis akrual juga merupakan upaya konkrit untuk mewujudkan 

akuntabilitas laporan keuangan dan penyampaian laporan 

pertanggungjawaban keuangan pemerintah, dimana penyajian laporan 

keuangan dengan basis akrual akan bersifat informatif untuk mencapai 

tujuan suatu periode akuntansi tertentu (Randa dan Bangun, 2020).  

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 

menyatakan, aset pada sektor pemerintah merupakan sumber daya 

ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat 

dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial 

dimasa depan dapat diharapkan, termasuk seumber daya non-keuangan 

yang diperlukan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat dan 

sumber daya yang dibutuhkan untuk alasan sejarah maupun budaya. 

Aset tetap secara konsisten memiliki sifat yang menurun 

kapasitasnya sejalan dengan pemanfaatan maupun penggunaannya. 

Selanjutnya, otoritas publik atau pemerintah berkewajiban untuk 

memperkenalkan informasi tentang nilai aset tetap dengan cara yang 

memadahi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pengambilan keputusan 

pengelolaan aset. Agar kebutuhan tersebut maksimal, perlu adanya 
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informasi yang memuaskan mengenai aset tetap, hal ini dapat terpenuhi 

jika otoritas publik menerapkan sistem akuntansi yang informatif dengan 

cara yang tepat dan nyaman. Salah satu  informasi yang diperlukan untuk 

menentukan pilihan pengolahan aset adalah mengenai nilai wajar aset. 

Nilai wajar dan nilai aset tetap pemerintah yang disajikan harus 

dimungkinkan dengan memperkenalkan kebijakan penyusutan. Uraian 

tersebut tertuang dalam Buletin Teknis No. 18 Tentang Akuntansi 

Penyusutan Berbasis Akrual. 

BPPKAD Kabupaten Magelang memiliki aset berwujud dengan 

masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dapat digunakan dalam 

kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Hal ini 

berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2020 Tentang 

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap yang menetapkan klasifikasi aset tetap 

atas dasar kesamaan sifat atau kegiatan operasi entitas sebagaimana 

dimaksud dalam Bab IX meliputi, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam 

pengerjaan.  

Penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Magelang menetapakan sistem penghitungan dan pencatatan aset tetap 

daerah dengan mengacu pada Peraturan Bupati Magelang No 48 Tahun 

2015 Tentang Penyusunan Aset Tetap, mulai dari sistem penghitungan dan 

pencatatan aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap, 

dan pencatatan penyusutan aset tetap dalam neraca dilakukan pada saat 
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aset tetap diperoleh sampai dengan aset tetap dihapuskan. Penysutan aset 

tetap dilakukan setiap akhir tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap yang diterbitkan 

Permendagri Nomor 1 tahun 2019 dilakukan pada setiap aset dengan 

jangka waktu penyusutan aset tetap yang ditentukan minimal setiap satu 

kali periode akuntansi. Hasil perhitungan dan pencatataan menjadi acuan 

penyusunan laporan keuangan daerah.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis 

tertarik untuk mengambil judul “PENCATATAN PENYUSUTAN 

ASET TETAP BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR 

AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) PADA BADAN 

PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 

DAERAH (BPPKAD) KABUPATEN MAGELANG” 

1.2.  Tujuan Magang 

Tujuan penulisan laporan magang ini adalah untuk menjelaskan 

bagaimana Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan 

Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Pada Badan Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten 

Magelang. 

1.3.  Target Magang 

Adapun target yang ingin dicapai penulis yaitu mampu 

menjelaskan bagaimana Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan 
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Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Pada Badan 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) 

Kabupaten Magelang. 

1.4.  Bidang Magang 

Pada saat pelaksanaan magang, penulis ditempatkan pada bidang 

Aset BPPKAD yang terdiri atas 3 (tiga) sub bidang yaitu Analisa 

Kebutuhan, Pengelolaan Aset, dan Pengolahan Data Aset. Di antara sub 

bidang tersebut penulis berfokus pada bidang Pengolahan Data Aset 

BPPKAD Kabupaten Magelang. 

1.5.  Lokasi Magang 

Dalam pelaksanaan magang, penulis telah melaksanakan  kegiatan  

magang pada Badan  Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

(BPPKAD) Kabupaten Magelang  yang beralamatkan di Jalan Soekarno-

Hatta No.07, Sawitan, Mungkid, Magelang, Jawa  Tengah 56511. 

1.6.  Jadwal Magang 

Penulis  melaksanakan magang  di BPPKAD Kabupaten Magelang 

selama 1 (satu) bulan, yaitu dari tanggal  01 Maret  s.d 31 Maret 2021.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1.  Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip akuntansi 

yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan Laporan Keuangan 

Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

(LPKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKPD). Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di 

Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan yang 

diharapkan dapat tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan 

dan akuntabel (Ariyanto, 2020). 

Pernyataan Permendagri No. 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) adalah standar yang ditetapkan untuk penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan publik. Sesuai PMK No. 238/PMK.05/2011 

Pasal 1, Standar Akuntansi Pemerintah adalah serangkaian langkah untuk 

memenuhi fungsi akuntansi dari pemeriksaan keuangan sampai 

pengungkapan di dalam organisasi pemerintah. 

Menilik pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 

yang dikemukakan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Standar 

Akuntansi Pemerintah merupakan aturan yang perlu diterapkan terhadap 

perencanaan serta penyajian laporan guna meningkatkan kualitas 

pelaporan di Indonesia.
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2.2.  Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07  Tentang 

Akuntansi Aset Tetap 

Maksud dari pernyataan standar ini ialah untuk menerapkan 

perlakuan akuntansi atas aset, termasuk penentuan jumlah tercatat aset, 

dan penurunan nilai aset tetap. 

Standar akuntansi pemerintah berlaku untuk semua instansi  

pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan mengelola 

laporan keuangannya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan 

pengungkapan sebagaimana mestinya. Namun, hal ini tidak berlaku untuk 

eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam terbarukan, penggalian 

mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat 

diperbarui. Akan tetapi, pernyataan ini berlaku untuk aset tetap yang 

digunakan untuk memelihara aktivitas aset tersebut, dan dapat dipisahkan 

dari harta kekayaan tersebut. 

2.3.  Pengertian Aset Tetap 

Aset Tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya 

relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, tidak 

untuk diperjualbelikan. Tujuan aset tetap adalah untuk mengetahui 

diperoleh pada suatu perusahaa bagaimana pengakuan aset tetap dapat 

yang menjadi objek. Sehingga penulis dapat lebih objektif dalam 

memberikan informasi mengenai aset perusahaan (Rudianto, 2015). 
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Martani (2012), mencirikan aset tetap sebagai aset yang dimiliki 

untuk digunakan dalam produksi dan penyediaan barang maupun jasa, 

disewakan atau untuk tujuan administrasi, dan digunakan lebih dari satu 

periode. 

Seperti yang didefinisikan oleh Samryn (2016), Aset Tetap adalah 

sekelompok aset perusahaan yang memenuhi semua kriteria berikut : 

1) Memiliki masa manfaat atau umur ekonomis lebih dari satu tahun. 

2) Digunakan dalam mendukung kegiatan perusahaan. 

3) Fisik barangnya dapat dilihat dan disentuh, sehingga biasa juga 

disebut Aktiva Tetap. 

4) Biasanya nilai perolehan relatif besar. 

Berdasarkan definisi aset tetap yang dipaparkan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa aset tetap yaitu aset berwujud yang memiliki masa 

mafaat lebih dari 12 bulan serta digunakan oleh pemerintah maupun 

masyarakat umum. 

Jenis-jenis aset tetap berdasarkan PSAP 07 paragraf 4, terdiri dari : 

1) Tanah, yaitu tanah yang diperoleh dengan tujuan dipakai dalam 

kegiatan operasional pemerintah dan dalam keadaan siap pakai. 

2) Peralatan dan mesin, termasuk mesin-mesin dan kendaraan 

bermotor, alat elektronik dan seluruh peralatan lain yang nilainya 

signifikan serta dalam kondisi siap pakai. 

3) Gedung dan bangunan, mencangkup seluruh gedung dan bangunan 

yang diperoleh dengan kondisi siap pakai. 
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4) Jalan, irigasi, dan jaringan, dimana mencangkup layanan yang 

dibangun pemerintah, dimiliki dan dikuasai pemerintah, serta dalam 

kondisi siap pakai. 

5) Konstruksi dalam pengerjaan, mencangkup aset tetap yang sedang 

dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai 

dibangun seluruhnya. 

6) Aset tetap lainnya, mencangkup aset tetap tidak dikelompokkan ke 

dalam aset tetap diatas, dan diperoleh serta dimanfaatkan untuk 

kegiatan operasional pemerintah dan dalam keadaan siap pakai. 

2.4.  Jenis Aset Tetep 

PSAP 07 menyebutkan aset tetap menurut jenisnya dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu: 

1) Aset tetap tidak dapat disusutkan 

Aset tetap yang tidak dapat disusutkan adalah aset yang memiliki 

umur dan masa manfaat yang tidak terbatas. Misalnya: tanah untuk 

gedung perkantoran atau untuk bangunan pabrik. Harga perolehan 

atas tanah tersebut tidak perlu disusutkan karena masa manfaat tidak 

terbatas. 

2) Aset tetap dapat disusutkan 

Aset tetap yang dapat disusutkan adalah aset atau umur masa 

manfaatnya terbatas.  Jenis dari aset tetap yang dapat disusutkan 

terdiri dari dua kelompok yaitu: 
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a) Aset tetap yang bila masa manfaatnya berakhir dapat diganti 

dengan aset yang sejenis. Aset jenis ini dialokasikan sebesar 

biaya perolehan melaui penyusutan (depresiasi) misalnya: 

bangunan, kendaraan, mesin-mesin, peralatan kantor, dan lain 

sebagainya. 

b) Suatu aset tetap yang telah habis masa manfaatnya tidak dapat 

digantikan oleh suatu aset tetap sejenis yang biaya perolehannya 

dapat disusutkan dengan menggunakan metode penyusutan. 

Misalnya: tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya. 

2.5.  Penyusutan 

Penyusutan merupakan perubahan nilai sebanding dengan 

penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset yang tetap semakin berkurang 

dalam jangka panjang karena digunakan dalam kegiatan operasional 

pemerintah, nilai aset tetap ini juga semakin berkurang. (Nadir, 2019). 

Menurut Martani (2012), penyusutan merupakan suatu metode 

mengalokasikan biaya perolehan aset tetap untuk secara sistematis 

menguragi nilai aset selama masa manfaat aset. 

Penyusutan yang ditetapkan dalam PSAP 07  di mana 

berkurangnya batas dan nilai suatu sumber daya. Pencatatan penyusutan 

ini merupakan salah satu penanda penggunaan premis akumulasi di SAP. 

Berdasarkan definisi penyusutan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

penyusutan adalah suatu aset yang akan mengalami penyusutan selama 

masa manfaatnya.  
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KSAP menetapkan Buletin Teknis No. 18 Tentang Akuntansi 

Berbasis Akrual sebagai pedoman dalam pengelolaan Akuntansi 

Penyusutan Berbasis Akrual yang diterapkan mulai tahun 2015. Buletin 

Teknis mengidentifikasi tujuan utama penyusutan untuk menghindari 

penumpukan sumber daya untuk membayar hutang atau penghapusbukuan 

aset tetap. Tujuan utamanya adalah untuk menyesuaikan nilai aset serta 

mengetahui nilai wajarnya secara lebih rinci. 

Untuk menerapkan penyusutan, persyaratan yang harus dipenuhi : 

1) Aset tetap harus dapat dibedakan antara aset tetap yang dapat menurun 

kapasitas dan manfaat serta aset yang tidak menurun kapasitas dan 

manfaatnya. 

2) Nilai aset tetap merupakan prasyarat untuk penyusutan. Oleh karena 

itu, PSAP menerapkan nilai historis, dengan pengecualian keadaan 

yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis.  

3) Masa manfaat dan kapasitas aset tetap. Besaran manfaat diukur 

dengan indikator yang terkuentifikasi dan ada pula yang tidak. 

Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini harus 

diketahui untuk menentukan penyusutan. Untuk aset tetap yang 

potensi manfaatnya berkaitan dengan masa manfaat, metode 

penyusutan garis lurus atau saldo menurun berganda dapat dipilih. 

2.6.  Metode Penyusutan 

 PSAP No 07 memperkenalkan tiga jenis metode penyusutan, yaitu : 

a. Metode garis lurus (straight line method) 
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Metode ini sering digunakan dalam akuntansi. Selain itu, terdapat dua 

rumus yang dapat dipakai yaitu metode perhitungan dengan nilai 

residu dan tanpa nilai residu. 

 

 

 

b. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method) 

Metode ini merupakan metode penyusutan dipercepat, dimana 

sebagian besar penyusutan yang terkait dengan aset diakui selama 

beberapa tahun pertama masa manfaat aset tersebut. 

 

  

c. Metode unit produksi (unit of production method). 

Metode ini adalah salah satu cara menghitung aset tetap yang 

mengasilkan sejumlah beban yang sama pada tiap unit yang 

dimanfaatkan. 

 

 

 

 

 Penyusutan =         Nilai perolehan – Nilai residu 

                      Masa manfaat 

               Nilai perolehan  

Penyusutan =                                      x  2                  

      Masa manfaat 

Pemakaian 

Penyusutan =  ( NP – NR) x   

                                           Kapasitas Maksimal 
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2.7.  Prosedur Penyusutan 

Buletin Teknis Nomor 18 Tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis 

Akrual menyebutkan dan mendefinisikan prosedur penyusutan yaitu 

dengan mengidentifikasi aset yang dapat disusutkan, mengelompokan aset 

tetap, menghitung dan mencatat penyusutan, menyajikan penyusutan,  

2.7.1 Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan 

Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan jika unit akuntansi 

mengakui adanya penyusutan dan mengecualikan tanah dan konstruksi 

dalam pengerjaan karena tidak dapat disusutkan. Dengan memperhatikan 

hal berikut : 

a. Tampilkan daftar aset tetap di neraca.  

b. Identifikasikan apakah neraca menyajikan Tanah dalam Konstruksi 

dalam Pengerjaan.  

c. Apabila terdapat Tanah dan Konstruksi dalam pengerjaan di neraca, 

maka hal tersebut dikecualikan dari daftar aset yang disusutkan. 

2.7.2 Pengelompokan Aset 

a. Aset Berkelompok 

Selain diterapkan pada aset tetap individual, dimungkinkan juga 

untuk secara bersamaan menyusutkan sekelompok aset. Hal ini tentu 

membutuhkan pemahaman tentang bagaimana aset dikelompokkan. 

Aset harus disusutkan dalam kelompok, tetapi ketika disusutkan 

secara individual, maka masalah berikut muncul. Sebagai aset yang 

manfaatnya hanya secara berkelompok namun digunakan secara 
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individual, maka konsep manfaat berkelompok menjadi dilanggar. 

Jika masalah terjadi, pengakuan penyusutan tidak sesuai dengan 

manfaatnya. 

b. Aset Individual 

Untuk aset yang tidak memenuhi standar  di atas, seperti gedung 

dan bangunan dapatkan catatan nilai dasar setiap aset. Kemudian 

susun daftar aset individual dan nilai dasar atau awalnya. 

2.7.3 Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan 

Perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap sebagaimana 

tercantum dalam Buletin Teknis No. 18, dengan menghitung dan mencatat 

penyusutan untuk tahun berjalan dengan menggunakan metode yang 

pilih/ditentukan.  

Perhitungan dan pencatatan aset harus konsisten sampai dengan 

akhir masa manfaat aset tersebut dimana akun Beban Penyusutan di debit 

dan Akumulasi Penyusutan di kredit. Setelah itu, menyusun daftar 

penyusutan guna memudahkan dalam menghitung penyusutan pada 

periode tahun setelahnya dan dapat menggunakan salah satu metode 

penyusutan diantara Metode Garis Lurus, Metode Saldo Menurun Ganda, 

atau Metode Unit Produksi. 

2.7.4 Penyajian Penyusutan 

Penyusutan dicatat pada Neraca dan dalam Laporan Operasional, 

diakui di Neraca sebagai Akumulasi Penyusutan yang mengurangi biaya 

perolehan aset dan disajikan pada Laporan Operasional sebagai Beban 
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Penyusutan. Neraca mencakup akumulasi penyusutan dan nilai  perolehan 

aset tetap, sehingga nilai tercatat aset dapat dilihat sebagai contoh potensi 

manfaat yang dapat diharapkan dari aset tetap ini. PSAP 07 memberikan 

informasi penyusutan yang harus disajikan dalam laporan keuangan yaitu 

nilai penyusutan, metode penyusutan, masa manfaat, dan nilai buku. 

2.8 Neraca 

Neraca pemerintah daerah menyajikan laporan posisi keuangan 

berupa aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal laporan keuangan 

diterbitkan. Aset, kewajiban dan ekuitas dana adalah komponen utama 

laporan tersebut dan dapat diklasifikasikan ke dalam sub-akun neraca, 

mencangkup : 

1) Aset 

Aset yang dikelola dan/atau dimiliki oleh pemerintah berdasarkan 

peristiwa masa lalu dan membawa manfaat ekonomi dan atau sosial 

baik oleh pemerintah maupun masyarakat, sera dapat diukur dalam 

satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan dan sumber daya 

terpilih yang tersedia bagi penyedia layanan publik. Aset dibedakan 

menjadi 2, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. 

2) Utang/Kewajiban  

Utang merupakan kewajiban yang timbul di masa lalu dan 

penyelesaiannya menentukan arus keluar sumber daya ekonomi dari 

pemerintah. Salah satu karakteristik utama kewajiaban adalah bahwa 

pemerintah memiliki kewajiban saat ini dan penyelesaiannya akan 
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mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa depan. 

Utang/Kewajiaban dapat dibagi menjadi dua kelompok :  

a. Kewajiban jangka pendek adalah utang pemerintah daerah yang 

jatuh temponya kurang dari satu tahun.  

b. Kewajiaban jangka panjang merupakan utang pemerintah dengan 

jangka waktu lebih dari satu tahun (12 bulan) sejak tanggal 

penutupan. 

3) Ekuitas 

Ekuitas adalah hak atas aset setelah dikurangi kewajiban pada 

tanggal neraca. Saldo ekuitas di Neraca diperoleh dari saldo akhir 

periode.. 

4) Laporan Operasional 

Laporan operasional memberikan gambaran tentang sumber daya 

ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan 

penyelenggaraan pemeintah dalam suatu periode pelaporan. Unsur 

yang dimasukkan ke dalam laporan operasional meliputi pendapatan 

operasional, beban, transfer, dan pos-pos khusus. 
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BAB III 

ANALISIS DESKRIPTIF 

 

3.1. Data Umum 

3.1.1 Sejarah Pembentukan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

Dan Aset Daerah Kabupaten Magelang 

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPPKAD) Kabupaten Magelang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang serta tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Pengelolaan Aset 

Daerah, dan Prosedur Kerja. 

Pembentukan BPPKAD Kabupaten Magelang sebagai salah satu 

organisasi teknis daerah didorong oleh perubahan pengelolaan keuangan 

daerah, yaitu harus disusun laporan keuangan daerah dan pernyataan 

pertanggungjawaban keuangan daerah, termasuk anggaran daerah. 

Konsekuensi logis dari perubahan kewajiban ini adalah dibentuknya 

organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) dan pada tahun 2017 diubah menjadi Badan Pendapatan, 

Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) 

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPPKAD) Kabupaten Magelang melakukan integrasi pengelolaan 

keuangan, termasuk pencatatan dan pertanggungjawaban arus kas masuk 
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dan keluar, serta aset/kekayaan daerah. Semakin ketatnya persaingan antar 

daerah memaksa pemerintah daerah untuk melakukan perubahan-

perubahan kreatif menuju good governance dan demokrasi. Perubahan 

yang paling mendasar adalah pengelolaan keuangan daerah yang harus 

menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan masyarakat, dan 

teknologi yang membutuhkan tata kelola dan akuntabilitas yang baik untuk 

mencapai transparansi dalam pengelolaan keuangan. 

3.1.2 Uraian Tugas dalam Organisasi 

Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang memimpin pelaksanaan 

tugas BPPKAD dalam menyelenggarakan fungsi penunjang urusan 

pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang pendapatan, 

pengelolaan keuangan dan aset daerah dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada daerah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan oleh pimpinan. Tugas pokok BPPKAD Kabupaten Magelang 

adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. Kepala BPPKAD membawahi 

Sekretariat dan 6 (enam) Bidang sebagai berikut : 

a. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu : 

1) Sub bagian Program 

2) Sub bagian Keuangan 

3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Penetapan Pendapatan 

membawahi 3 (tiga) Subbid, yaitu : 
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1) Sub bidang Perencanaan Pendataan 

2) Sub bidang Pendataan Pendapatan 

3) Sub bidang Penetapan Pendapatan 

c. Bidang Pelayanan, Penagihan Pendapatan dan Sengketa Pajak 

membawahi 3 (tiga) Subbid, yaitu : 

1) Sub bidang Pelayanan 

2) Sub bidang Penagihan Pendapatan 

3) Sub bidang Verifikasi dan Sengketa Pajak 

d. Bidang Anggaran membawahi 2 (dua) Subbid, yaitu : 

1) Sub bidang Perencanaan Anggaran 

2) Sub bidang Penyusunan Anggaran 

e. Bidang Perbendaharaan membawahi 2 (dua) Subbid, yaitu : 

1) Sub bidang Pengendalian Perbendaharaan 

2) Sub bidng Kas Daerah 

f. Bidang Akuntansi membawahi 2 (dua) Subbid, yaitu : 

1) Sub bidang Akuntansi 

2) Sub bidang Pelaporan 

g. Bidang Aset membawa 3 (tiga) Seksi, yaitu : 

1) Seksi Analisa Kebutuhan 

2) Seksi Pengelolaan Aset 

3) Seksi Pengolahan Data Aset 
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3.1.3 Visi Misi Kepala Daerah 

BPPKAD Kabupaten Magelang menggunakan Visi dan Misi yang 

ditetapkan Kepala Daerah Kabupaten Magelang, dimana Visi tersebut 

yaitu, “Kabupaten Magelang yang semakin SEMANAH (Sejahtera, Maju, 

Dan Amanah)”, sedangkan Misi yang diemban BPPKAD Kabupaten 

Magelang yaitu, “Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola 

Pemerintah yang Baik dan Amanah”. 

3.1.4 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang 

adalah asas-asas, konveksi, ketentuan khusus yang dipilih oleh pemerintah 

daerah sebagai acuhan penyusunan serta penyajian laporan keuangan 

pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan 

untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, 

antar periode dan ntar entitas. Kebijakan Akuntansi untukAset Tetap 

mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi untuk aset tetap dan 

pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam 

laporan keuangan. 

3.2. Data Khusus 

3.2.1 Akuntansi Aset Tetap BPPKAD Kabupaten Magelang 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebutkan aset berwujud 

dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dapat digunakan 

dalam kegiatan pemerintah atau masyarakat umum, yang tidak 
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dimaksudkan untuk dijual dan digunakan untuk kegiatan operasional 

perusahaan.  

Tabel 3. 1: Aset Tetap BPPKAD Kabupaten Magelang 

No Keterangan Jumlah Jumlah Harga (Rp.) 

1 TANAH - - 

2 Tanah 171 88.545.972.768 

3 PERALATAN DAN MESIN - - 

4 Alat bersih 4 1.538.809.334 

5 Alat angkutan 238 12.833.236.348 

6 Alat bengkel dan alat ukur 21 194.064.066 

7 Alat Pertanian - - 

8 Alat kantor dan rumah tangga 1.629 4.038.761.494 

9 Alat studio komunikasi dan pemancar 78 363.870.194 

10 Alat kedokteran dan alat kesehatan - - 

11 Alat laboratorium - - 

12 Alat persenjataan 382 352.053.460 

13 Alat komputer 342 3.382.412.073 

14 Alat eksplorasi - - 

15 Alat Pengeboran - - 

16 

Alat Produksi, pengelolaan dan 

pemurnian - - 

17 Alat bantu eksplorasi - - 

18 Alat keselamatan kerja - - 

19 Alat peraga - - 

20 Peralatan proses produksi - - 

21 Rambu rambu - - 

22 Peralatan olahraga - - 

23 GEDUNG DAN BANGUNAN - - 

24 Bangunan gedung 391 46.797.537.083 

25 Monumen 12 919.765.915 

26 Bangunan menara - - 

27 Tugu titik kontrol/pasti 5 410.000.000 

28 
JALAN, JARINGAN DAN 

IRIGASI - - 

29 Jalan dan jembatan 4 3.264.330.639 

30 Bangunan air 23 607.682.874 

31 Instalasi 2 113.700.177 

32 Jaringan - - 
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33 ASET TETAP LAINNYA - - 

34 Bahan perpustakaan - - 

35 
Barang bercorak 

kesenian/kebudayaan/olahraga - - 

36 Hewan - - 

37 Biota Perairan - - 

38 Tanaman - - 

39 Barang koleksi non budaya - - 

40 Aset tetap dalam renovasi - - 

41 
KONSTRUKSI DALAM 

PENGERJAAN - - 

42 Konstruksi dalam pengerjaan - - 

        

Jumlah 3.302 163.362.196.425 

Sumber : Data diolah 

Berdasarkan tabel diatas, BPPKAD Kabupaten Magelang 

mengklasifikasikan aset tetap ke dalam 6 (enam) akun berikut : 

1) Tanah yaitu tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai 

dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap 

pakai. Tanah disini merupakan tanah yang digunakan untuk 

bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan yang dicatat sebagai tanah 

yang terpisah dari aset tetap yang dibangun diatasnya. 

2) Peralatan dan mesin yang dikendalikan oleh pemerintah,  digunakan 

dalam pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan 

siap digunakan. Mencangkup diantaranya: alat berat, alat angkutan, 

alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah 

tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran, alat 

persenjataan, komputer, alat eksploitasi, alat pemboran, alat 

produksi, pengelolaan, dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat 

keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi. 
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3) Gedung dan bangunan, mencangkup seluruh gedung dan bangunan 

yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan seperti, bangunan 

gedung, monument, bangunan menara, dan rambu-rambu. 

4) Jalan, irigasi, dan jaringan adalah yang dibangun oleh pemerintah 

daerah dan dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dalam 

keadaan siap pakai yang mencakup: jalan dan jembatan, bangunan 

air, instansi, dan jaringan. 

5) Konstruksi dalam pengerjaan termasuk aset tetap yang sedang dalam 

penyelesaian, yaitu sejak tanggal neraca belum selesai dibangun 

seluruhnya. 

6) Aset tetap lainnya, aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam 

aset tetap diatas, dimanfaatkan untuk kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Meliputi: koleksi 

perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga, hewan, 

tanaman. 

Pengelompokan aset diatas dapat dilihat berdasarkan jenisnya, 

yaitu aset tetap tidak dapat disusutkan dimana aset tersebut memiliki umur 

dan masa manfaat yang tidak terbatas, misalnya tanah. Kemudian aset 

tetap dapat disusutkan, yang bila masa manfaatnya berakhir dapat diganti 

dengan aset yang sejenis. Misalnya bangunan, kendaraan, mesin-mesin, 

peralatan kantor, dan lainnya. Selanjutnya adalah aset yang masa 
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manfaatnya habis dan tidak dapat digantikan dengan aset yang sejenis, 

seperti sumber daya alam. 

3.2.2 Kebijakan Akuntansi Kontruski dalam Pengerjaan 

Sehubungan dengan Peraturan Bupati No. 53 Tentang Akuntansi 

Pemerintah Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dalam menetapkan 

kebijakan akuntansi yang terkait dengan konstruksi dalam pengerjaan 

yang terlampir pada Bab XII, adalah aset yang masih dalam pengerjaan 

termasuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan 

jaringan, serta aset tetap lainnya yang masih dalam proses pembangunan 

serta memerlukan jangka waktu tertentu.  

Konstruksi dalam pengerjaan akan dialihkan ke aset tetap terkait 

apabila konstruksi tersebut secara substansial telah selesai dikerjakan, 

dapat memberikan keuntungan/jasa sesuai dengan tujuan perolehan dan 

dinyatakan siap pakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya 

perolehan, termasuk biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan 

kegiatan konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan disajikan sebagai 

bagian dari aset tetap dalam Neraca Pemerintah daerah sebagai berikut : 
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Tabel 3. 2: Ilustrasi Penyajian Konstruksi dan Bangunan pada Neraca 

BPPKAD Kabupaten Magelang 

 

 

 

 

 

                     

Sumber : Data diolah 

 

3.2.3 Penyusutan Aset Tetap BPPKAD Kabupaten Magelang 

PSAP No.07 paragraf 53 memberikan penjelasan bahwa 

penyusutan adalah alokasi yang sistematis nilai aset tetap yang dapat 

disusutkan selama masa manfaat aset. Sedangkan pada paragraf 57 

memperkenalkan tiga jenis metode penyusutan, yaitu metode garis lurus, 

metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi.  

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Magelang menggunakan metode garis lurus, dimana metode 

ini lebih sederhana karena beban penyusutan dibagi rata selama umur 

manfaat sebagai berikut : 

 

 
 
 
 

      

Tanah  88.545.972.768,00 

Peralatan dan Mesin 22.703.206.969,00   

Gedung dan Bangunan 48.127.302.998,00   

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 3.985.713.690,00   

Aset Tetap Lainnya 0   

Akumulasi Penyusutan -39.602.748.318,02   

Nilai Buku Aset  35.213.475.338,98 

Konstruksi Dalam Bangunan  0 

   123.759.448.106,98 

                                                   Nilai Perolehan  – Nilai Residu 

Rumus Penyusutan =      

                                                           Umur Manfaat 
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Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap disajikan dalam 

Peraturan Bupati Daerah No. 53 Tahu 2020 Lampiran Bab XI tentang 

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, dimana seluruh aset tetap disusutkan 

sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.  
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Tabel 3. 3: Penyusutan Rinci KIBC Gedung dan Bangunan 2018-2019 BPPKAD Kabupaten Magelang 

No. Keterangan 
Harga 

Perolehan 
Tahun Umur 

Akumulasi 

Awal 
Beban 

Akumulasi 

Akhir 
Nilai Residu 

Umur 

sisa 

4 

Bangunan 

gedung.Sarana 

perlengkapan permanen 

        

100.469.700  

    

2.018  
25 

        

4.018.788,00  

       

4.018.788,00  

        

8.037.576,00  

      

92.432.124,00  
23 

5 

Bangunan 

gedung.Sarana 

perlengkapan permanen 

        

107.578.875  

    

2.018  
25 

        

4.303.155,00  

       

4.303.155,00  

        

8.606.310,00  

      

98.972.565,00  
23 

6 

Bangunan 

gedung.Sarana 

perlengkapan permanen 

        

107.578.875  

    

2.018  
25 

        

4.303.155,00  

       

4.303.155,00  

        

8.606.310,00  

      

98.972.565,00  
23 

7 

Bangunan 

gedung.Sarana 

perlengkapan permanen 

        

107.578.875  

    

2.018  
25 

        

4.303.155,00  

       

4.303.155,00  

        

8.606.310,00  

      

98.972.565,00  
23 

8 

Bangunan 

gedung.Sarana 

perlengkapan permanen 

        

107.578.875  

    

2.018  
25 

        

4.303.155,00  

       

4.303.155,00  

        

8.606.310,00  

      

98.972.565,00  
23 

9 

Bangunan 

gedung.Sarana 

perlengkapan permanen 

        

113.204.665  

    

2.018  
25 

        

4.528.186,60  

       

4.528.186,60  

        

9.056.373,20  

    

104.148.291,80  
23 

10 

Bangunan 

gedung.Sarana 

perlengkapan permanen 

        

113.204.665  

    

2.018  
25 

        

4.528.186,60  

       

4.528.186,60  

        

9.056.373,20  

    

104.148.291,80  
23 

11 

Bangunan 

gedung.Sarana 

perlengkapan permanen 

        

113.204.665  

    

2.018  
25 

        

4.528.186,60  

       

4.528.186,60  

        

9.056.373,20  

    

104.148.291,80  
23 

12 

Bangunan 

gedung.Sarana 

perlengkapan permanen 

        

113.204.665  

    

2.018  
25 

        

4.528.186,60  

       

4.528.186,60  

        

9.056.373,20  

    

104.148.291,80  
23 
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13 

Bangunan 

gedung.Sarana 

perlengkapan permanen 

        

113.204.665  

    

2.018  
25 

        

4.528.186,60  

       

4.528.186,60  

        

9.056.373,20  

    

104.148.291,80  
23 

14 

Bangunan 

gedung.Sarana 

perlengkapan permanen 

          

13.659.300  

    

2.018  
25 

           

546.372,00  

          

546.372,00  

        

1.092.744,00  

      

12.566.556,00  
23 

15 

Bangunan 

gedung.Sarana 

perlengkapan permanen 

          

14.951.600  

    

2.018  
25 

           

598.064,00  

          

598.064,00  

        

1.196.128,00  

      

13.755.472,00  
23 

16 

Bangunan 

gedung.Sarana 

perlengkapan permanen 

          

89.947.500  

    

2.019  
25 

                          

-    

       

3.597.900,00  

        

3.597.900,00  

      

86.349.600,00  
24 

17 

Bangunan 

gedung.Sarana 

perlengkapan permanen 

          

64.052.500  

    

2.019  
25 

                          

-    

       

2.562.100,00  

        

2.562.100,00  

      

61.490.400,00  
24 

18 
Monumen.Tugu 

peringatan.Baleho 

        

150.092.790  

    

2.019  
50 

                          

-    

       

3.001.855,80  

        

3.001.855,80  

    

147.090.934,20  
49 

Sumber :  Laporan Penyusutan KIBC Gedung Dan Bangunan 2019 BPPKAD Kabupaten Magelang
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Dari tabel yang penulis sajikan diatas, merupakan data akumulasi 

penyusutan untuk KIBC yaitu Gedung dan Bangunan. Dimana 

perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap pada gedung dan bangunan 

dengan nilai perolehan sebesar Rp 100.469.700 untuk Bangunan gedung 

sarana perlengkapan permanen, dan dengan umur manfaat 25 tahun 

menggunakan rumus metode garis lurus sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

   

 

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui penyusutan untuk 

Bagunan Pertokoan/Koperasi/Pasar Darurat tahun 2015 sebesar Rp 

8.606.310,00 dan dinyatakan sebagai Akumulasi Penyusutan Akhir. 

Kemudian untuk Beban dihitung dari Nilai Perolehan dibagi 

dengan Umur Manfaat dengan Rumus : 

 

                                          NP – NR 

Rumus Penyusutan = 

                                              UM 

                                         Rp 107.578.875     –    Rp 98.972.565,00 

 

Rumus Penyusutan = 

                                                                       25 

 

                                =               Rp  8.606.310,00 

                           NP 

Beban = 

                          UM 
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Untuk Akumulasi Penyusutan Awal, masih belum diakui adanya 

beban, sehingga dari nilai Akumulasi Akhir dikurangi dengan nilai Beban 

maka diketahui Akumukasi Penyusutan Awal dari aset tetap tersebut yaitu 

sebesar Rp 4.303.155,00.

                          Rp 107.578.875   

Beban =     

                                     25 

            =         Rp 4.303.155,00 
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3.2.4 Akumulasi Penyusutan BPPKAD Kabupaten Magelang 2019 

a. Akumulasi Penyusutan Awal 

Tabel 3. 4: Akumulasi Penyusutan Aset BPPKAD Kab. Magelang 2019 

 

No. 

 

Keterangan 

Perolehan  

Akumulasi Awal Jml Harga 

1 Akumulasi 

Penyusutan Alat 

Besar 

 

4 

               

1.538.809.334  

         

1.188.142.857,43  

2 Akumulasi 

Penyusutan Alat 

Angkutan 

 

238 

             

12.833.236.348  

         

9.477.783.778,41  

3 Akumulasi 

Penyusutan Alat 

Bengkel Dan Alat 

Ukur 

 

21 

                  

194.064.066  

            

168.223.099,80  

4 Akumulasi 

Penyusutan Alat 

Pertanian 

 

- 

 

- 

 

- 

5 Akumulasi 

Penyusutan Alat 

Kantor & Rumah 

Tangga 

 

 

1.629 

               

4.038.761.494  

         

3.132.066.124,00  

6 Akumulasi 

Penyusutan Alat 

Studio, Komunikasi 

dan Pemancar 

 

78 

                  

363.870.194  

            

308.089.700,00  

7 Akumulasi 

Penyusutan Alat 

Kedokteran Dan 

Kesehatan 

 

- 

 

- 

 

- 

8 Akumulasi 

Penyusutan Alat 

Laboratorium 

        

     -    

 

- 

 

- 

9 Akumulasi 

Penyusutan Alat 

Persenjataan 

 

382 

                  

352.053.460  

            

305.368.740,00  

10 Akumulasi 

Penyusutan 

Komputer 

 

342 

 

               

3.382.412.073  

         

3.120.451.505,00  

11 Akumulasi 

Penyusutan Alat 

Eksplorasi 

 

- 

 

 

- 

 

- 
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12 Akumulasi 

Penyusutan Alat 

Pengeboran 

 

- 

 

- 

 

- 

13 Akumulasi 

Penyusutan Alat 

Pemurnian 

 

- 

 

- 

 

- 

14 Akumulasi 

Penyusutan Alat 

Bantu Eksplorasi 

 

- 

 

- 

 

- 

15 Akumulasi 

Penyusutan Alat 

Keselamatan Kerja 

 

- 

 

- 

 

- 

16 Akumulasi 

Penyusutan Peraga 

 

- 

- - 

17 Akumulasi 

Penyusutan 

Proses/Produksi 

 

- 

 

- 

 

- 

18 Akumulasi 

Penyusutan Rambu - 

Rambu 

 

- 

 

- 

 

- 

19 Akumulasi 

Penyusutan 

Peralatan Olah Raga 

 

- 

 

 

- 

 

- 

20 Akumulasi 

Penyusutan 

Bangunan Gedung 

 

391 

             

46.797.537.083  

       

13.833.708.433,46  

21 Akumulasi 

Penyusutan 

Monumen 

 

12 

 

                  

919.765.915  

              

38.841.757,50  

22 Akumulasi 

Penyusutan 

Bangunan Menara 

-                                   

-    

                                  

-    

23 Akumulasi 

Penyusutan Tugu 

Titik Kontrol/Pasti 

 

5 

                  

410.000.000  

            

139.400.000,00  

24 Akumulasi 

Penyusutan Jalan 

dan Jembatan 

 

4 

               

3.264.330.639  

       

18.636.748.279,96  

25 Akumulasi 

Penyusutan 

Bangunan Air 

 

23 

                  

607.682.874  

            

470.175.566,80  

26 Akumulasi 

Penyusutan Instalasi 

 

2 

                  

113.700.177  

              

24.007.537,93  

27 Akumulasi 

Penyusutan Jaringan 

 

- 

 

- 

- 
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28 Akumulasi 

Penyusutan Aset 

Tetap Lainnya 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Total Akumulasi Awal 

 

 

3.131 

             

74.816.223.657  

       

50.843.007.380,29  

  Sumber : Data Diolah 
 

Dari tabel diatas diketahu total penyusutan awal BPPKAD pada 

tahun 2019 sebesar Rp 50.843.007.380,29 dengan nilai total perolehan 

sebesar Rp 74.861.223.657. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan masing-

masing unit aset tetap.  

Pada penyajian akumulasi penyusutan awal ini, akumulasi akhir 

pun akan diperhitungkan dimana diperoleh setelah diakui adanya Beban 

dan Reklas (hibah, mutasi aset, inventarisasi, aset lainnya, koreksi) yang 

dipaparkan sebagai berikur : 

a) Pengakuan Beban 

Beban diperoleh dari nilai perolehan suatu aset tetap dibagi dengan 

umur manfaat aset tetap tersebut. Akumulasi penyusutan merupakan 

semua akumulasi total dari beban penyusutan dalam satu periode waktu 

satu tahun.   

b) Reklas yaitu mengganti/menjurnal balik suatu akun ke akun yang 

sejenis, ada 6 (enam) kategori yang termasuk dalam reklas disini yaitu: 

1) Mutasi Aset 

Mutasi aset merupakan perpindahaan nilai guna suatu aset 

kepada aset yang lain akibat adanya pergantian penggunaan dari 

suatu aset tetap. 
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2) Inventarisasi 

Inventarisasi aset merupakan kegiatan pengecekan aset antara 

data administratif BMD dengan kondisi fisik BMD yang 

bersangkutan. 

3) Aset Lainnya 

Aset Lainnya yang dimaskud di sini yaitu apabila diketemukan 

aset lain yang harus dicatat ulang pada laporan penyusutan dan 

menambah nilai akumulasi awal pada aset yang telah ada.  

4) Koreksi Aset 

Tindakan pembetulan dalam pencatatan  nilai aset agar sesuai 

dengan yang seharusnya. 

BPPKAD Kabupaten Magelang memiliki Reklas pada bebrapa aset 

tetap yang disajikan sebagai berikut : 

Tabel 3. 5 : Reklas pada Akumulasi Penyusutan  Aset  2019 

N

o

. 

Keterangan Mutasi Masuk Mutasi Keluar Aset lainnya  Koreksi 

1 Akm. Pen. 

Alat 

Angkutan 

193.800.000 

 

336.203.861,

43 

 

1.879.477.24

9,99 

 

 

2 Akm. Pen. 

Alat 

Kantor & 

Rumah 

Tangga 

 6.982.000,00 

 

  

3 Akm Pen. 

Bangunan 

Gedung 

3.464.205.25

8,40 

 

 143.660.800 

 

 

4 Akm. Pen. 

Jalan dan 

Jembatan 

   16.657.918

.356,28 

 
 

Total 
3.658.005.25

8,40  

343.185.861,

43  

2.023.138.04

9,99  

16.657.918.

356,28  
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    Sumber : Data diolah 

Dari tabel diatas, diketahui bahwa terdapat aset yang diakui adanya 

reklas berupa mutasi keluar, mutasi masuk, aset lainnya, dan koreksi yang 

kemudian menambah akumulasi awal. Namun, masih ada beban 

akumulasi pada penyusutan aset tetap ini. Beban tersebut disajikan sebagai 

berikut : 

Tabel 3. 6 : Beban Pada Akumulasi Penyusutan Aset 

No. Keterangan Beban Akumulasi 

Akhir 

Nilai Buku 

1 Akumulasi 

Penyusutan 

Alat Besar 

 

163.871.333,4

3  

 

1.352.014.190,8

6  

186.795.143,1

4 

2 Akumulasi 

Penyusutan 

Alat Angkutan 

 

1.226.819.039

,04  

 

8.682.721.706,0

3  

4.150.514.641,

97 

3 Akumulasi 

Penyusutan 

Alat Bengkel 

Dan Alat Ukur 

 3.691.566,60   171.914.666,40  22.149.399,60 

4 Akumulasi 

Penyusutan 

Alat Pertanian 

 -     -    - 

5 Akumulasi 

Penyusutan 

Alat Kantor & 

Rumah Tangga 

 

297.565.003,6

0  

 

3.422.649.127,6

0  

 

616.112.366,4

0 

6 Akumulasi 

Penyusutan 

Alat Studio, 

Komunikasi 

dan Pemancar 

  

20.669.628,80  

  

328.759.328,80  

 

35.110.865,20 

7 Akumulasi 

Penyusutan 

Alat 

Kedokteran 

Dan Kesehatan 

 -     -    - 
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8 Akumulasi 

Penyusutan 

Alat 

Laboratorium 

 -     -    - 

9 Akumulasi 

Penyusutan 

Alat 

Persenjataan 

 

15.561.573,22  

  

320.930.313,22  

 

31.123.146,78 

10 Akumulasi 

Penyusutan 

Komputer 

 

138.740.602,0

0  

 

3.259.192.107,0

0  

 

123.219.966,0

0 

11 Akumulasi 

Penyusutan 

Alat Eksplorasi 

 -     -    - 

12 Akumulasi 

Penyusutan 

Alat 

Pengeboran 

 -     -    - 

13 Akumulasi 

Penyusutan 

Alat Pemurnian 

 -     -    - 

14 Akumulasi 

Penyusutan 

Alat Bantu 

Eksplorasi 

 -     -    - 

15 Akumulasi 

Penyusutan 

Alat 

Keselamatan 

Kerja 

 -     -    - 

16 Akumulasi 

Penyusutan 

Peraga 

 -     -    - 

17 Akumulasi 

Penyusutan 

Proses/Produksi 

 -     -    - 

18 Akumulasi 

Penyusutan 

Rambu - 

Rambu 

 -     -    - 

19 Akumulasi 

Penyusutan 

Peralatan Olah 

Raga 

 -     -    - 
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20 Akumulasi 

Penyusutan 

Bangunan 

Gedung 

 

1.960.412.428

,08  

 

19.114.665.319,

94  

 

27.682.871.76

3,06 

21 Akumulasi 

Penyusutan 

Monumen 

 

18.395.318,30  

  

57.237.075,80  

 

862.528.839,2

0 

22 Akumulasi 

Penyusutan 

Bangunan 

Menara 

 -     -    - 

23 Akumulasi 

Penyusutan 

Tugu Titik 

Kontrol/Pasti 

 8.200.000,00   147.600.000,00  262.400.000,0

0 

24 Akumulasi 

Penyusutan 

Jalan dan 

Jembatan 

 

222.901.435,2

4  

 

2.201.731.358,9

2  

 

1.062.599.280,

08 

25 Akumulasi 

Penyusutan 

Bangunan Air 

 

45.148.762,40  

 

 515.324.329,20  

 

92.358.544,80 

26 Akumulasi 

Penyusutan 

Instalasi 

  

4.001.256,32  

  

28.008.794,25  

 

85.691.382,75 

27 Akumulasi 

Penyusutan 

Jaringan 

 -     -    - 

28 Akumulasi 

Penyusutan 

Aset Tetap 

Lainnya 

 -     -    - 

 

Total Akumulasi 

Akhir 

 

 

4.125.977.947

,03  

 

39.602.748.318,

02  

 

35.213.475.33

8,98  

   Sumber : Data diolah 

c) Akumulasi Akhir 

Berdasarkan informasi pada tabel yang telah disajikan diatas, 

diketahui nilai akumulasi awal pada penyusutan aset tetap BPPKAD 

Kabupaten Magelang, diakui adanya reklas dan beban. Dengan begitu, 
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Akumulasi akhir akan diperoleh setelah adanya biaya-biaya reklas dan 

beban yang mengurangi akumulasi awal. Pada tabel diatas akumulasasi 

penyusutan awal diketahui sebesar Rp 50.843.007.380,29 dengan nilai 

perolehan sebesar Rp 74.861.223.657. Selanjutnya dikurangi dengan biaya 

reklas sebesar Rp 3.658.005.258,40 untuk mutasi masuk, dan mutasi 

keluar sebesar Rp 343.185.861,43, kemudian aset lainya sebesar Rp 

2.023.138.049,99, Koreksi sebesar Rp 16.657.918.356,28, dan beban  

penyusutan sebesar Rp 4.125.977.947,03. Hasil tersebut kemudian 

menjadi akumulasi penyusutan akhir aset tetap pada BPPKAD Kabupaten 

Magelang Tahun 2019 sebesar Rp 39.602.748.318,02. 

3.2.5 Jurnal Pencatatan Penyusutan Aset BPPKAD Kabupaten Magelang 

Tabel 3. 7: KIBB Peralatan dan Mesin (Alat Komputer Router) 

Jenis 

Barang/Nama 

Barang 

Tahun 

Perolehan 
Umur Asal Usul Harga (Rp.) Keterangan 

Alat 

Komputer 

Router 

2019 4 Pembelian 8.039.286 Awal 

              Sumber : Data KIB BPPKAD Kabupaten Magelang 

Dari Kartu Investasi Barang (KIB) Peralatan Dan Mesin diatas, 

nilai peralatan berupa Alat Komputer Router adalah sebesar Rp 8.039.286. 

dan aset tetap dalam keadaan baik.  

BPPKAD Kabupaten Magelang menetapkan masa manfaat 

peralatan dan mesin berupa alat komputer diatas selama 4 tahun, serta 

disusutkan menggunakan metode garis lurus. Berdasarkan tabel diatas, 

perhitungan dan pencatatan penyusutan tahun pertama hingga ke 4 adalah 

sebagai berikut: 
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a. Nilai aset tetap sebesar Rp 8.039.286 

b. Nilai penyusutan untuk tahun pertama dihitung Rp 8.039.286 : 4 = 

Rp 2.009.821,5. 

c. Catatan tahun pertama adalah : 

Tabel 3. 8: Jurnal Pencatatan Penyusutan 

Beban Penyusutan  Rp         2.009.821,5    

   Akumulasi Penyusutan    Rp      2.009.821,5  

   Sumber : Data diolah 

d. Catatan tahun kedua hingga keempat adalah : 

Tabel 3. 9: Jurnal Pencatatan Penyusutan 

Beban Penyusutan  Rp         2.009.821,5    

   Akumulasi Penyusutan    Rp      2.009.821,5  

             Sumber : Data diolah 

3.2.6 Penyajian Penyusutan 

Jumlah penyusutan disajikan pada Neraca maupun Laporan 

Operasional setiap tahunnya. Dengan akumulasi penyusutan dan yang 

mengurangi nilai perolehan aset tetap di Neraca, dan tercatat sebagai 

Beban Penyusutan pada Laporan Operasional. Adanya Neraca, nilai buku 

aset dapat diketahui sebagai contoh potensi manfaat yang dapat diharapkan 

dari aset yang bersangkutan. 

Berikut Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku 

aset tetap pada Neraca BPPKAD Kabupaten Magelang Tahun 2019 dan 

2018 adalah sebagai berikut  : 

Tabel 3. 10: Neraca Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019 dan 2018 
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NERACA 

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG 

Per 31 December 2019 dan 2018 

  (Dalam Rupiah) 

URAIAN 2019 2018 

ASET     

ASET LANCAR     

    Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 

    Kas di Bendahara 

 Pengeluaran 

0,00 0,00 

    Kas di BLUD 0,00 0,00 

    Kas di Bendahara FKTP 0,00 0,00 

    Kas di Bendahara BOS 0,00 0,00 

    Kas BOS 0,00 0,00 

    Kas Lainnya 0,00 0,00 

    Setara Kas 0,00 0,00 

    Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 

    Piutang Pendapatan 31.761.119.634,48 28.143.493.316,48 

    Piutang Lainnya 0,00 0,00 

    Penyisihan Piutang (16.829.510.901,70

) 

(15.881.854.089,44

) 

    Beban Dibayar Dimuka 0,00 0,00 

    Persediaan 626.595.079,00 756.576.586,00 

            Jumlah Aset Lancar 15.558.203.811,78 13.018.215.813,04 

INVESTASI JANGKA 

PANJANG 
    

Investasi Non Permanen    

    Investasi Jangka Panjang 

 kepada Entitas Lainnya 

0,00 0,00 

    Investasi dalam Obligasi 0,00 0,00 

    Investasi dalam Proyek 

 Pembangunan 

0,00 0,00 

    Dana Bergulir 0,00 0,00 

    Deposito Jangka Panjang 0,00 0,00 

    Investasi Non Permanen 

 Lainnya 

0,00 0,00 

           Jumlah Investasi Non 

Permanen 

0,00 0,00 

Investasi Permanen     

    Penyertaan Modal Pemerintah 

 Daerah 

0,00 0,00 

    Investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00 

          Jumlah Investasi 

Permanen 

0,00 0,00 
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         Jumlah Investasi Jangka 

Panjang 

0,00 0,00 

ASET TETAP     

    Tanah 88.545.972.768,00 101.862.879.093,0

0 

     Peralatan dan Mesin 22.703.206.969,00 21.431.422.369,00 

     Gedung dan Bangunan 48.127.302.998,00 38.318.619.794,00 

     Jalan, Irigasi, dan Jaringan 3.985.713.690,00 21.802.842.302,00 

     Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 

     Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00 

     Akumulasi Penyusutan (39.602.748.318,02

) 

(50.843.007.380,29

) 

      Aset Tetap - Dana BOS 0,00 0,00 

     Jumlah Aset Tetap 123.759.448.106,9

8 

132.572.756.177,7

1 

DANA CADANGAN     

      Dana Cadangan 0,00 0,00 

            Jumlah Dana 

Cadangan 

0,00 0,00 

ASET LAINNYA     

     Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00 

     Kemitraan Pihak Ketiga 0,00 0,00 

     Aset Tidak Berwujud 1.393.541.750,00 1.295.641.750,00 

     Aset Lain-lain 3.901.347.571,94 2.913.846.633,38 

     Akumulasi Amortisasi (1.245.674.250,00) (1.147.334.250,00) 

              Jumlah Aset Lainnya 4.049.215.071,94 3.062.154.133,38 

      

JUMLAH ASET 143.366.866.990,7

0 

148.653.126.124,1

3 

  Sumber: Data Diolah 

Tabel di atas menunjukkan nilai perolehan aset, akumulasi 

penyusutan dan nilai buku aset tetap dalam Neraca BPPKAD Kabupaten 

Magelang tahun 2019 dan 2018. Aset tetap terdiri dari berbagai jenis aset 

yang meniliki nilai perolehan masing-masing, akan tetapi penyusutan 

hanya ditampilkan di satu akun yaitu akumulasi penyusutan. Nilai buku 

yang disajikan dalam Neraca juga merupakan keseluruhan dari aset 

tersebut. Nilai perolehan, jumlah penyusutan, akumulasinya dan nilai buku 
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aset tetap menurut jenisnya tercantum dalam Catatan Atas Laporan 

Keuangan. Berdasarkan Neraca di atas, bahwa Tanah dan Konstruksi 

dalam Pengerjaan tidak disusutkan. Di luar itu,, seluruh aset tetap 

disusutkan dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 39.602.748.318,02 

dan nilai buku sebesar Rp35.213.475.338,98. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan mengenai  pencatatan penyusutan aset 

tetap pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Magelang, maka dapat disimpulakan bahwa BPPKAD 

Kabupaten Magelang dalam menghitung penyusutan aset daerah 

menerapkan metode penyusutan yaitu metode garis lurus berdasarkan 

PSAP No 07 Paragraf 57 dengan mengklasifikasikan aset tetap menjadi 6 

(enam) akun yaitu, Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, 

Jalan, irigasi,dan jaringan, Konstruski dalam pengerjaan, dan Aset tetap 

lainnya. Penyajian Penyusutan dilakukan setiap tahun yang tersaji dalam 

Neraca sebagai akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan 

aset, pada Laporan Operasional disajikan sebagai beban penyusutan. Nilai 

perolehan aset tetap, jumlah penyusutan, dan akumulasi penyusutan dalam 

neraca BPPKAD Kabupaten Magelang pada tahun 2019 diketahui bahwa 

Tanah dan Konstruski dalam pengerjaan tidak disusutkan, namun di luar 

itu, seluruh aset tetap disusutkan dengan nilai akumulasi penyusutan 

sebesar Rp 39.602.748.318,02 dan nilai buku sebesar Rp 

35.213.475.338,98.
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4.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada Badan Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang serta bagi 

Pemerintah Daerah diataranya : 

1. Secara umum perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang sudah 

baik dan terus dipertahankan sesuai peraturan yang berlaku. 

2. Lebih diperhatikan lagi dalam mengelola data BMD terutama untuk 

pencatatan penyusutan aset agar terciptanya pelaporan yang 

berkualitas dan dapat diandalkan. Laporan keuangan yang berkualitas 

dan sesuai maka akan meningkatkan akuntabilitas dan ketersediaan 

sumber daya manusia yang memadai, hal tersebut merupakan salah 

satu faktor utama dalam menjaga keberhasilan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

Dengan adanya kebijakan akuntansi pemerintah dalam penyusunan dan 

pencatatan laporan keuangan diharapkan mampu meningkatkan kualitas, 

akurasi dan konsistensi pelaporan keuangan. 
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